
 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR    8    TAHUN  2010 

TENTANG 

ORGANISASI LEMBAGA LAIN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GRESIK 

 

Menimbang       :  a. bahwa wilayah Kabupaten Gresik memiliki kondisi geografis, 

geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya 

bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam 

maupun faktor manusia sehingga memerlukan antisipasi 

penanggulangan bencana secara cepat dan tepat, efektif dan 

efisien serta terencana, terpadu dan menyeluruh; 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Korps Pegawai Republik 

Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik diperlukan 

dukungan teknis operasional dan administrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan b, serta menindaklanjuti undang-undang Nomor 24 

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus 

Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota 

perlu membentuk organisasi lembaga lain sebagai perangkat 

daerah yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dengan 

Peraturan Daerah; 
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Mengingat        :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur          

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3890);  

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan                   

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  

125, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  59, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4723); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan 

Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3038); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indoesia;  

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun  2008 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di 

Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus 

Korps Pegawai Republik Indonesia; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun  2009 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus 

Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik; 

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK  

dan 
BUPATI GRESIK 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI L EMBAGA LAIN 

SEBAGAI PERANGKAT DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
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1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten 

Gresik. 

2. Pemerintah Daerah  adalah Pemerintah Kabupaten Gresik. 

3. Bupati adalah Bupati Gresik. 

4. Lembaga Lain adalah Lembaga yang menjadi bagian dari Perangkat 

Daerah yang tugas dan fungsinya sebagai pelaksana peraturan 

perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya. 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik. 

6. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat 

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gresik. 

7. Eselon adalah tingkat jabatan struktural. 

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 

dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah. 

   9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat 

mandiri. 

 10.  Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun 

faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak 

psikologis. 

11. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat 

KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai 

Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, 

serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat 

demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan 

bertanggung jawab. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN  

Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari: 

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. 

 

BAB III 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

Bagian Pertama  

Kedudukan    

Pasal 3  

 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati;  

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala 

Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 

 

Bagian Kedua  

Tugas dan Fungsi    

Pasal 4  

 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas: 

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, 

penanganan darurat rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil 

dan merata; 

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 


